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Menimbanyg

Mengingat

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

bahwa guna meningkatkan aspirasi masvarakal dan meningkatkarn
efektifitas pelavenan Golan menanggapl keluhan masyarakal vang
disampaikan dakun  bentuk pengaduan masyarckal peria
mendapatkan pengelolaan yang baik cepat, tepat dan sRuntaoel
babwa agar ;Jclaksami;m keglatan operasional Peugeiolaan peagaduan
berjalan tertib, lancar dan tepal sasaran periv adanya Mckanisme dar
Standar Operasional Prosedur (SOP] Penangapan Pengaduan
Penyelenggaraan Perizinan dan hon Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Pelavanan Terpadu Sata Pitu Knbupaten Tanjung Jabung
Barat,
bahwa berdasarkan perrimbangan sebagalinana dimaksud pada huru?
4 dan huruf b di aas, pezlu menctapkan Kepuiussen Kepala Linas
Penanaman Mods! PelzyvacanTerpadu Satu Pintmu Kabupates Taniung
Jabung Bara® tentang Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur
[SOP] Penanganan FPeagaduan Penyelenggaraan Perizinan dan Kon
Perizinan pada Dinas Penanamsn Modal Pelavanar Terpadu satu
Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Undeng-undang Nomor 12 Tahun 1956 lentang Pembentukan Daerah
Otonumi kabupaten ¢i Provinsi Sumarcra Bagian Tengah (Lemberac
Negars Repubik Indoncsia Talur 1056 Numor 23) sebagaimana relan
di ubal dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1965 tentang
pembeniukar Daeran Tingkat 1T Tanjung Jabung dan Mengubah
Undang-Undang nomor 22 Tahun 1956 ientang Perubahan Daerah
Otonomi di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran XNegara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 30, Tombahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 2755);
Undang-Undeng Nomor 34 Tatun 1999 eplang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, KabupatenTebo, Kabupater Muaro Jambi
dunKabupalen tanjung Jabuag Timur Tembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1999 Nomor 182, Tambehan Lembaman XNegara
Republix Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diuban dengan
undang-undang 14 Tahun 2000 tentang perubaban atasUndang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 lentang pembentukan Kabupalen
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi danKabupaten
Tanjung Jabung Tanur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 81, Tambshan Lembazan Republik mdonesia 39691,
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KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DPM-PTSP TENTANG MEKANISME DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN
PENGADUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAT
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT.

Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOF)
Penanganan Pengaduan Perivelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Mopdal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Baral
sebagaimana tercantum dalam Tampiran Keputusan ini.
Mekanisme dan SOP scbagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU ini menjadi acuan/pedomean pada Bidang Pengaduan,
Kcbijakan dan Peningkatan [ayapan dalam mclaksenakan
tugas/ kerja sehingga dapat meningkatkan efektifitas
penvelesaian penanganan pengaduan masyarakat terhadap
pelaksanaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satt Pintu Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Pada saal Keputusan ini berlaki, maka Keputusan Kepala
Dinas Penapaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pilu
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP} Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Moo Perijinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di telupkan, dengan
keteniuan apabila  dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diretapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal. 25 - Aﬁﬂf.f- ~2019
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